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PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PATAK PEMANFAATAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
" GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang . & bahwa dengan semakin meningkalnva nemanfaatan air baik air
bawah tanah maupun air permukaan untuk kebutuhan masya-
rakat. perlu dilakukan vengendalian penggunaannva untuk
dapat memenuhi kebutuhan tanpa menimbulkan damopak
negatif terhadap kelestarian sumber air dan lingkungan ;

b. bahwa peneambilan air. bawah tanah vaneg selama ini
dikenakan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1994 dan
penzambilan air permukaan vang tidak dikenakan pungutan
apapun. dencan Undang-Undane Nomor 18 Tahun 1997
tentane Paiak Daerah dan Retribusi Daerah. nengzambiian air
bawah tanah dan air permukaan ditetankan meniadi Paiak
Daerah ; :

¢.” bahwa sehubunzan dengan hal tersebut pada huruf a dan b.
perlu menetankan ketentuan tentans Penvelenzzaraan dan
Paiak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
dengan Peraluran Daerah.
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. Undang—[indéﬁg Nomor 5‘-i_l Tahun 1967 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok - Pertambanean (Lembaran Negara Tahun
1967 Nomor22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;

Undang-Undane Nomor 5 Tabhun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

Undang-Undane Nomor 11 Tahun 1974 tentang Peneairan
{Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3046) ;

Undane-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Neeara Republik
indonesia Jakarta (Lembaran Neezara Tahun 1990 Nomor 84.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430) ;

Undang-Undane Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
penvelesaian Sencketa Paiak (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
Undane-Undang Notmor 18 Tahun 1997 tentane Patak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685} ;
Undane-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penacihan
Paiak denean Surat Paksa (Lembaran Nepara Tahun 1997
Nomor 42, Tambazhan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
Undane-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentane Penselolaan
Lingkunean Hidup (Lembaran Neeara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentane Tata
Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentane [rieasi

(Lembaran Negara Tahun 1932 Nomeor 38. Tambahan
L.embaran Negara Nomor 3226) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa
{Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3441} ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai

(Lembaran Neeara Tahun 1991 Nomor 44. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3445) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor-51 Tahuni1993 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan {Lembaran Negara Tahun 1993
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538} ;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3691) ; -

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990

entang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air pada
Wilayah Sungai ; _
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990
tentang tata Cara dan Persyaratan {zin Penggunaan Air dan atau
Sumber Air ;

Peraturan Menteri  Pertambangan dan  Energi Nomor
02/P/101/M.PE/1994 tanggal 26 Desember 1994 tentang
Pengurusan Administratif Air Bawah Tanah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tenfang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ; _

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997
tentang  Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan
Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1597
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 176 Tahun 1997
tentang Pedoman ‘'ata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3
Tahun 1986 tentang. Penyidik Pegawal Negeri Sipil di Ling-
kungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9
Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kega Dinas
Pendapatan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta |

Peraturan Diaerah Daerah Khusus Tbukota Jakarta Nomor 2
Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
kerja Dinas Pertambangan Daerah Khusus Thukota Jakarta ;
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- 26. Peraturan Daerah Daerah- Khusus- Ibukota Jakarta Nomor 2
Tahun 1989 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Khusus [bukota
Jakarta,

Dengan persetujuan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

| MEMUTUSKAN :

Mecnetapkan . PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PAJAK
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
l a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota
1 Jakarta ;

{ b. Gubernur Kcpala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta ;
L ¢. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
i Rakyat Daerah Daerah Khusus Tbukota Jakarta ;

d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;

Dinas Pendapatan Daerab adalah Dinas Pendapatan Daerah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
f Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Daerah
Khusus Ibukota Jakarta ;
- g. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Khusus [bukota jakarta ;
h. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Daerah Khusus
Ibukota jakarta ;
1. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus

[bukota Jakarta yang selanjutnya disebut Bank Daerah Kbusus
Tbukota atau Bank lain yang ditunjuk ;

<]
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Badan adalah suatu Bentik badan usaha yang mieliputi persero-
an terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
Perusahaan pemboran air bawah tanah adalah perusahaan yang
sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang pemboran
ailr bawah tanah ;

Pajak Pemanfaatin Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang
selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengambilan air
bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi
orang pribadi atau badan ;

. Air bawah tanah adalah air yang berada di perul bumi,

termasuk mata air yang pmmcul secara alamiah di atas
permukaan tanah ;

Air permukaan adalah semua air yang berada di atas

permukaan tanah, termasuk air laut yang dimanfaatkan di
darat ;

. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang

terdapat di atas permukaan tanah, yang terdiri dari sumber air
alamiah berupa sungai, danau, rawa, situ-situ, mata air dan
sumber air buatan berupa waduk dan bangunan pengairan
lainnya ;

. Pengambilan air bawah tanah adalah pengambilan air bawah

tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk
berbagai macam keperluan ;

Pengambilan  air permukaan adalah  pengambilan  air
permukaan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan
unfuk berbagai macam kepetluan ;

Alat ukur adalah suatn alat untuk mengukur jumlah air yang
diambil dalam satuan meter kubik (m3) ;

Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diaki-
batkan oleh suam kegiatan ;

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah
hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang dircncana-
kan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan ;
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. Izin tJsaha. Perusahaan.Pemboran . Air Bawah Tanah yang
\selanjutnya disingkat SIPPAT adalah izin usaha untuk

melakukan pemboran air bawah tanah yang dikeluarkan oleh
Direktorat Geologi Tata Lingkungan Departemen Pertambang-
an dan Energi ;

. lzin pemboran air bawah tanah adalah izin untuk melakukan

pemboran ;.

. Izin pemanfaatan air bawah tanah adalah izin pengambilan air

bawah tanah ;

. Izin pemanfaatan air permukaan adalah izin pengarnbilan air

permukaan ;

. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan

dengan cara pemboran dengan kedalaman lebih dari 40 (empat
puluh) meter dengan menggunakan pipa berjambang/bergaris
tengah 4 inci (10 cm) atau lebih ;

Sumur pantek adalah sumur yang pembuatannya dilakukan
dengan cara manual pemboran dengan kedalaman tidak Icbik
dari 40 (empat puiuh) meter serta menggunakan pipa
berjambang/bergaris tengah maksimal 3 inci ( 7 %2 cmy} ;
Sumur gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan
dengan cara penggalian ;

Pengendalian air bawah tanah dan atau air permukaan adalah
kegiatan yang mengatur pengambilan air bawah tanah dan atau
air permukaan untuk menjamin pemanfaatennya secara
bijaksana demi menjaga kesinambungan, ketersediaan dan
mutua serta dampaknya tidak mengganggu lingkungan ;

. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untok
melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak vyang
terutang menurut Peraturan Daerah ini ;

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak unmk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang
ke Kantor Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerab ;

Surat Ketetapan. Pajak Daerah yang selanjuinya disingkat
SKPD adalah surat kepufusan yung menentukan besarmya
jumlah pajak yang terutang ;



LD Tahun 1998 Ne.

- af

30 -7 - . Seri ; A Nomor : 7

i pokok pa;ak, besa.mya sanksx ad.m:msu'am dan jumlah yang
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R kewajlban perpajakan daetab: ini’;
© aé!

masgh harus d1bayar

Smat Ketetapan Pa_|ak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjumya dlsmgkat SKPDKBT adalzh surat keputusan yang
menenifukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
Surat Kétetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan

jumlah kelebihan .pembayaran. pajak karena jumlah kredit

pajak Ieblh besar .dari, pajak yang terutang atan tidak
seharusnya terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nxhll vang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak ;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
adalab surat untuk melakokan tagihan pajak atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda ;

Surat Keputusan Pembetulan adalab surat keputusan untuk
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau keke-
liruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini, yang terdapat
dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKRBT, SKPDLB, SKPDN, atau
STPD ;

Surat -Keputusan Keberatan. adalah surat keputusan atas

- keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLKB,

SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;

Putusan Banding adalah putusan Badan Penyclesaian Sengketa
Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak ;

Pemeriksaan - adalah - serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpilkan,  dan mengolah data dan atau keterangan
lainnya dalam - ‘fangka pengawasan kepatuhan pemenuhan

7

Penyldlkan tindak ‘pidana di bidang perpajakan daerah adalah

: serangka1an tindakan yang- dilakukan oleh Penyidik Pegawai
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= Ncgcn S]pﬂ yang’ selanjutnya dlsebut ‘Penyidik, untuk mencari
“sérta mengumpulkan ‘bukti; yang’derigan bukti itu membuat
térang tindak pidana di b1dang perpa_]akan daerah yang terjadi,
" ‘gérta menemukath tersangka .

L T A IS O L A A Pasal 2 ThiTs
(1) Sehap ‘pengammbilan - air’ bawah ‘tghah untuk keperluan air
minum; fumszh tangga, industri, peternakan, pertanian, irigasi,
pertambangan, usaha pérkotaan diwatering dan untuk kepen-
tingan lainnya, hanya'dapat-dilaksanakan setelah mendapat
“izin dari Gubernur Kepala Daerah. - -
(2) Izin sebagaimaha dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dai :
a. Izin pemboran air bawah tanah ;
b. I[zin pemanfaatan air bawah tanah.
{3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dapat

dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur
Kepata Daerah,

(4) Perubahan izin pemanfaatan air bawah tanah scbagaimana di-
maksud pada ayat (2) huruf b pasal Ini harus dengan persetu-
juan tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

(1) Permohonan untuk mendapatkan izin pemboran air bawah
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a,
harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Kepala
Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan
dimulai dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

(2) Permohonan izin pemboran air bawsh tapnah sebagaimana
dimaksud pada avat (1) pasal ini, dengan melampirkan :

Foto copy kartu Tanda Penduduk (KTF) ;

Peta lokasi sumur dengan skala 1: 1.000;

Foto copy SIPPAT ;

Peta Situasi/peta fotografi skala 1 : 10.000;

e. TFoto copy Izin Mendirikan Bangunap (IMB)/Blok Plan.

{3) Izin pemboran air bawah tanah sebugaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayatl (2) huruf a, dikeivarkan setelah mendapat saran

poo g
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teknis yang ber51fat meng1kat dari Du'ektorat Geolog1 Tata
LLangkungan.: ¢ o oaeacine 0 oagd
‘ (4) Tata cara dan-persyaratan pengajuan permohonan izin sebagai-
~mana dimaksud pada:ayat: (1) dan; (2) 'pasal ini, ditetapkan oleh
SR NI Gubemur chala Dagrah,., .
' Pasal 4
v e lzin p'erhahfﬂ"a_t}in’ air’ bawahi“tanah sebagaimana dimaksud
dalam‘Pasal:2 ayat (2)-hunif ‘b; meliputi :
vous vl Izin pemanfaatari‘air bawih tanah untuk sumur bor.
- bi..: Jzin-pemanfaatan’ air: bawah- tariah entuk sumur pantek/
- pasak atau -sumur gali: -
Pasal 5

(1) Permohenan untuk mendapatkan izin pemaniaatan air hawah
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus di-
sampaikan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pekerjaan pemboran
selesai  dilaksanakan dengan melampirkan berita acara
pemeriksaan hasil pemboran.

{2) Izin pemanfaatan air bawah tanah untuk sumur bor diberikan
setelah hasil pemeriksaan laboratoris kualitas air bawah tanah
berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan telah memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Permohonan untuk mendapatkan izin pemanfaatan air bawah
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus di-
sampaikana secara tertulis kepada Gubemur Kepala Daerah
selambat-lambatnya | (sam) bulan setelah pekerjaan peman-
tekan/penggalian/pemboran  selesai  dilaksanakan dengan
melampirkan berita acara pemeriksaan hasil pemantekan/
penggalian/pemboran.

(4) Izin pemantaatan air bawah {anah untuk surmur pantek/pasak
atau sumur gali dibertkan setelah hasil pemeriksaan laboratoris
kwalitas air bawah tanah berdasarkan kebutuhan yang ber-
sangkutan  telah  memenuhi persyaratan  sesuai  dengan
- ketentuan yang berlaku:’ '

(5) Tata cara dan’ persyaratan penga_]uan permohonan izin sebagai-
ritana dimaksud pada ayat (13, (2) dan (3) pasal ini, ditetapkan
oleh Gubermur Kepala Daerah.
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T ST LR ERE SO I Y Pasal 6,
(1) Izin pemanfaatan air bawah: tanahi- tidak diperlukan apabila
<. . - pengambilan:air dilakukanuntuk:-keperluan :
. @ minum dan atat’‘dasarnifah tangga ;
b. penclitian""’daﬁv‘"iaﬁﬁi 'pélij_féﬁdi‘k',aﬁ yang dilakukan oleh
ihstansi/lembaga pemerintah atau swasta yang telah men-
ey oodapaf pengakuan Pemerintah dengan memberikan laporan
ipenclitian_kepgdg,(iubemgr; Kepala Dacrah ;
¢, rumah ibadah; Panti asuhan, dan bangunan sosial.
...(2)Pengambilan’ air' bawah tanah- untuk: keperluan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf'aipasal ini, meliputi pengam-
bilan air bawah tanah dari sumur pantek/pasak atau sumur gali
maks11ma150(hma puluh) meter. kubik sebulan dan tidak
" menggunakan sistem distribusi secara terpusat.
Pasal 7
Pengambilan air bawah tanah dari sumur pantek/pasak atau summir

pali yang digunakan untuk usaha komersial wajib memiliki izin
dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8§

Setiap pengambilan air bawah tanah yang telah mendapatkan izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dileagkapi dengan
meter air atau alat pengukur luah (debit) air yang disediakan olch
Pemerintah Daerah. :

Bagian Kedua
Jangka Waktu dan Perpanjangan Lzin
~ Pasal 9
(1) Tzin pemboran air bawah tanah diberikan untuk jangka waktu
3 (tiga) bulan. -

' “(2) Izin pémanfaatan air bawah tanah diberikan untuk jangka wak-

o plig a3 tga) fahu. T
”(3)'Izih 'pemboré'n dan i-zi'n;Re-manféat_an air bawah tanah seba-

paimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini hanya
‘berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan.



Il

LD Tahun 1995 No. 30 - 11 - - Seri : A Nomor : 7

Sy Pasal (10, -

(1) Izin:pemboran -air.-bawali; tanah dan Izin pemanfaatan air
bawah tanah sebagaimana diméaksud dalam Pasal 9 dapat
-+ diperpanjang atas pennd‘honari‘pemegang izin,
(2) Tatd caradan’ pcrsyaratan perpanjangan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal lm dltctapkan oleh Gubernur
Kepala Daerah. '

Bagian Ketiga
“Pencabutan Izin
' Pasal 11 -
(1) Izin pemboran air bawah tanah sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a dicabut apabila :
a. udak melakukan kegiatan selama jangka wakiu 3 (riga)
bulan sejak izin dikeluarkan ;
b. pemegang izin tidak memenuhi ketentnan yang telah
ditetapkan dalam surat izin ;

2

bertentangan dengan kepentingan umum dan atau meng-
ganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya
kerusakan lingkungan hidup.
(2) Izin pemanfaatan air bawah lanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2} huruf b dicabut apabila
a. pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah
ditetapkan dalam surat izin ;
b. kualitas air tidak memenuhi persyaratan ;
¢. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau meng-
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Kepala Daerah untuk :

a.. penyediaan dir bersih / dir. minum ;

- b kesehatan ;.. iefse oeny s

.Gz usahas pcrkotaan dan kawasan pemukiman ;
d penycdlaan air.irigasi; untuk pcrtaman
e petemakan,,‘ L

f. pcrkebunan
g pcnkanan
h.. ‘industei’’
1.

J-

k.
l

LT

perta.mbangan ;
ketenagaan ;
_pengapungan ;
perendaman o
" Jaly lintas a1r o ‘

.- rekfeasi ; DR

0. pembuangan air limbah ;

p. -- pembangunan, - perubahan atai’ pembongkaran segala
bangunan’ yang dllakukan pacla di atas dan di bawah
- sumnber: air.: s "

(2) Pengambilah alr‘-perm'ukaan-unmk keperluan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) pasal ini; pada wilayah sungai Ciliwung
dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Departemen
Pekerjaan Umum atau pejabat yang ditunjuk.

(3) lzin pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).pasal.ini- tidak: dapat. dipindahtangankan tanpa izin
-, -tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

i(4) Perubahan .izin peranfaatan-air-permukaan sebagaimana di-

maksud:-pada: ayat::(1): pasal. ini, harus dengan persetujuan
tertulis dari. Gubernir: Kepala Daerah.

SECT pasal 13
(1) Untak mendapatkan izin pemanfaatan air permukaan sebagai-
;. mana dimaksud dalam. Pasal 12 ayat (1) pemohon wajib :
.. mengajukan: permohonan secara tertulis kepada Gubemur
Kepala Daerah ;
b. mcnyedlakan dan membangun prasarana sesuai dengan
‘keteniuah yang berlaku.

1 (2) Pérmohonai ik meridapatkari izin pemanfaatan air permu-

kaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus
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. disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pem-
bangunan ‘prasarana selesai.dikerjakan, dengan melampirkan
‘berita acara penyelesaian pekerjaan.

(3) Izm pcmanfaatan Air Permukaan-diberikan setelah memenuhi

persyaratan sesuai dengau ketcntuan yang berlaku.

: (4) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan izin peman-

faatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini dltetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
C Pasal 14

Jzin Pémanfdatan ‘Air Permukaan tidak diperlukan apabila

pengambilan air dilakukan untuk penelitian dan atau penyeli-

dikan yang dilakukan oleh instansi/lembaga Pemerintah dengan

memberikan laporan penelitian kepada Gubemnur Kepala Daerah.
Pasal 15

(1) Sctiap pengambilan air permukaan yang telah mendapatkan
1zin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib dilengkapi
dengan meter air atau alat pengulkur luah {debit) air yang dise-
diakan olch Pemerintah Daerah.

(2) Alat pengukur luah (debit) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal int harus ditera oleh instansi yang berwenang.
Bagian Kedua
Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin
Pasal 16
Izin pemanfaatan air permukaan diberikan untuk jangka waktu
paling lama 3 (tiga) tahun.
Pasal 17
(1) Izin Pemantaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
(2) Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana
dimaksud pada ayar (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur
Kepala Daerah. o
Bagian Ketiga
Pencabutan Izm
: Paqal 18

Tzin Pemanfaatan a1r permukaan sebagaunana dimaksud dalam

Pasal 12 dicabut apabila :
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i ' a.  pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah
e ~. - difetapkan‘dalam suratizin’; -
* kualitag:ait tidak memenuhi persyaratan
RN ‘-bertentangan “dengan - kepentmgan umum dan atau
o U mnengganggi kese1mbangan ‘air'atau menyebabkan terjadi-
v nyaketusakan atas‘surnber air daii lingkungan hidup ;
od ‘atas dasar permmtaan pemegang 1zm

oo

BAB v
pEN@E@ALIAN.
Pasal 19:::

IS

(D Pengendahan pcmanfaata.n alr bawah tanah dan atau air per-
mukdan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah berkoordina-
si dengan Instansi teknis terkait.

' (2) Rencana pcngarnbilan air bawah tanah atan air permukaan
dengan Iuali air lebih dari 50° Chma puluh) liter per menit atau
rencana pembuatan 5 (lima) buah sumur bor atau lebih atau
pengambilan air permukaan pada termnpat tertentu yang kondisi
airnya sudah dianggap rawan, wajib dilengkapi dengan studi
kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi
rencana kegiatan vang tidak berdampak penting sesuai dengan
peraturan penundang-undangan yang berlaku.

(3) Untuk setiap 5 (lima) buah sumur bor pada satu lokasi yang
dimiliki atau setiap pengambilan air bawah tanah dengan luah
air lebih dari 50 (lima puluh) liter per menit atau pada tempat
tertentu yang kondisi airnya sudah dianggap rawan, pemegang

- izin diwajibkan menyediakan 1 (satu) buah sumur bor khusus
* - uituk -themantau’ perubahan  lingkungan sebagai akibat
pengambilan:air- bawah tanah--di 'seKitatnya serta membuat 5
- {lima) buah’ sumur- resapan:-air':hujan untuk membantu
memulihkan sumber daya air. © - -
H P

Pasal 20

Pcmbuangan air hmbah sebagai akibat pemakaian air bawah tanah
harus memenuhi persyaratan yang dltetapkan dalam Peraturan
“pérundarig-undanigan ydng berlaku
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BAB V
NA_MA” OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
T U pasal 21

_Dengan nama. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
' Permukaan dlpungutPajak ata
atau alr permukaan

_ pengambllan air bawah tanah dan

- Pasal. 22

(1) Objek Pajak Pemanfaata.n A1r ‘Bawah Tanah dan Air
Permukaan adalah \
a. pengambﬂan a1r bawa.h tanah
b. pengambllan air pcrmukaan

(2) Dikecualikan dari Objek: Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah

dan Air Permukaan sebaga:mana dlmaksud pada ayat (1) pasal
inj adalah :
" a. pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh
* Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

b. pengambilan air’ ’pEH\nhk:aan‘ ‘oleh Badan Usaha Milik
" Negara yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan
usaha ekploitasi dan pémeliharaan’ pengairan serta meng-

’ usahakan alr dan sumber-sumber air ;

’ ’untuk kepentmgan pengalran pertaman rakyat
d. pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan
1o i untuk keperluan dasarrimah tanggai:
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Coasd BAB Vi

i *.. DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA

o PENGHITUNGAN PAJAK

~ Pasal 24 3
(1) Dasarpengéndan Péjek Pertianfaatan Air Bawah Tanah dan
VAl Peimikaan adalah nilai perdlétian air.

(2) Nilai perolehan air sébagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian
atau seluruh faktor-faktor : |

1. " jenis sumber ir;
lokasi sumber air;
volume air yang diainbil ;

kuahtasfair‘ ’ FEe Ut T ey

- luas areal tempat pemakaian air ;

musim pengambilan air ;

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh

pengambilan dan atau pemanfaatan air.

(3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pasal ini adalah dengan mengalikan volume air
vang diambil dengan harga dasar air.

(4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini,
ditetapkan secarz periodik oleh CGubernur Kepala Daerah
dengan persetujuan Dewan dan memperhatikan faktor-faktor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 25
Tarip Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
R : Pasal 26
Besarnya Pajak’ Pemanfaatafi Air Bawah Tanah dan Air Per.
mukaan yang:terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan
- pajak sebapaitnana dirmaksud-dalam Pasal 24.
| " _. T ““-I IR ‘:.-‘-"V.T"hn:" .'j‘!. r“ l‘éflA”l‘B "'lII'
_ MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK
[ T T T T -
; S e o, Pasal 27

(1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1

(satu) bulan takwim. TR

TR

oo o
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(2) Bagiari‘dari bulan dihitung 1 (safii) bulan penuh.
{3) Tahun Pajak adalah jangka wakt yang lamanya 1 (satu) tahun

takewim. _

o . Pasal 28
Saat terutang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
. Permukaan adalah pada saat : ‘

a. pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan, atau
b. diterbitkan SKPD.
oo BABCVIIE: - -
- WILAYAH PEMUNGUTAN
L . Pasal 29
Wilayah pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan
Air Permukaan adalah Daerah Khusus [bukota Jakarta.
BAB IX
PENDAFTARAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
DAERAH
Pasal 30
(1) Wajib Pajak yang mengambil air bawah tanah dan atau air per-
mukaan di wilayah Daerah Khusus Toukota Jakarta wajib

mendafiar kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk diberikan
Nomot Pokok Wajib Pajak Dagrah,

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) pasal ini di-
lakukan pada saat izin Pemanfaatan air bawah tanah dan atau
air permukaan dikeluarkan.

{3) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pasal ini, Kepata Dinas Pendapatan TDacrah me-
netapkan secara jabatan.

(4) Tata cara dan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur
Kepala Daerah.

Piasal 31
" (1) Sctiap Wajib Pajak ‘yang pajaknyé dibayar sendiri wajib
mengisi SPTPD kecuali ditetapkan lain oleh Gubernur Kepala
Daerah ;




L
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-{2)-SPTPD sebagaimana dimaksud:padai ayat (1) ini harus diisi
, dengan jelas; benar, dan lengkap serta: ditanda tangani oleh
" Wajib Pajak atau kuasanya PR

(3) SPTED sebagalmana dimaksud pada ayat {1) harus disam-
pa1kan kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya
":15,(tima:belas) hafi setelah berakhlmya miasa pajak.

(4) Bentuk isi dan titacara* peng:sxan SPTPD ditetapkan oleh
- Gubernur Kepala Daerah RE T

Il

BAB X
TATA CARA PERHITU\TGAN DAN PENETAPAN PAJAK
o © ‘Pasal 32

(1) Setiap Wajit Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (1), wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan
SPTPD.

(2) Untuk Wajib Pajak yang ditetapkan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pajak ditetapkan dengan menerbitkan
SKPD.

Pasal 33

(1) Dalam jangka wakt 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan,
Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB apabila :

t. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;

2. SPTPD tidak disampaikan kepada Gubemur Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
dan setelah ditegur secara tertulis ;

3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihttung secara jabatan.

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang.

¢. SKPDN apabila jumizh pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah pajak yang telah dibayar atau pajak tidak
terutang.
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(2) Jumlah ‘kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2
pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2
% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh emnpat) bulan dihitung sejak saat terutangnys pajak.

‘ {3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT se-
i bagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b pasal ini dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sehagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf a angka 3 pasal ini dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh
lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi
berupa buniga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dihitung duri
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
: terutangnya pajak.

Pasal 34

(1) Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :

a. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permuokaan
dalam tahun berjalan tidak atau korang dibayar ;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pemba-
yaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hifung ;

c. wajib Pajak dikenakan sanksi adminisrasi berupa bunga
dan atau denda.

(2) Jumlah kekurangan Pajak Pemanfaaian Air Bawah Tanah dan
Air Permukaan yang terutang dalam STPD sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini ditambah dengan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat
terutang pajak.




-
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oo Rasal 23300 o

Bentuk, isi, tata cara penerbitan 'dan penyampaian SPTPD, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditctapkan
oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN

Pasal 36

. Pemungutan Pajak Air Bawab Tanah dan Air Permukaan tidak
dapat.diborongkan. o i, ot
LT ey
(1) Pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan dilakukan setiap  bulan selambat-lambatnya
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pem-
bemlan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah

harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterbitkan.

(3) Kekurangan atau keterlambatan pcmbayaran  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal inj, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(4) Pembayaran Pajak Pemanfaatan Ajr Bawah Tanah dan Air
Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
dilakukan pada Kantor Kas Daerah atau Bank atau tempat lain
yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 38

(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan Wayib
Pajak setclah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat
memberikan persefujuan untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak dengan dikenakan bunga scbesar 2 % (dua
persen) sebulan,

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan
pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Bawsh Tanah dan Air
Permukaan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Dacrah.
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} : o L - Pasal 39 -

Dikecualikan dari kefentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (2). Peraturan Daerah ini, Jumlah pajak yang
terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila

a. Wajib Pajak akan menmggaikan Daerah Khusus Ibukota
Jakarta unmk selarna-lamanya atau berniat untuk it ;

b. Wajib Pajak akan . menghentikan  atau  secara nyata
mengecilkan kegiatan perusahaannya, atau pekerjaan yang
dilakukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ataupun
memindahtangankan barang bergerak atay barang tidak
bergerak yang dimiliki atau dikuasinya ;

c. pembubaran badan atau niat untak membubarkannya dan
pernyataan pailit ;

d. terjadi penyitaan atas barang bergerak dan tak bergerak
oleh Pihak Ketiga.

‘Pasal 40

(1) Pajak Terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak atan kurang dibayar oleh Wajib
Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasar-
kan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

() Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut
ketentuan Peraturan Daerah ini, Wajib Pajak dapat diwakil; -

2. Badan oleh pengurus atau kuasanya ;

b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan
vang dibebani untuk melakukan pemberesan (likuidasi) ;

¢. Suatu warisan yang belum terbagi, oleh salah seorang ahlj
waris, pelzksana wasiat atay yang mengurus harta pening-
galannya ;

d. Pengampuan oleh wali pengampu.

!
i
i
]
I
s 1
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(2) Wakil WajiliPajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

_ ini bertanggung jawab secara pribadi, dan atau secara tang-

' gung renléng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali

apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Gubernur Kepala

Daerah atau pejabat yang ditunjuk, bahwa mereka dalam

kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani
tanggung jawab atas pajak terutang tersebut.

(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa,
dengan surat kuasa khusus unfuk menjalankan hak dan meme-
nuhi kewajiban menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XIl
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 42

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gu-
bernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suawm
a. SKPD;

L. SKPDKEB ;

c. SKPDKET;
d. SKPDLB ;

g. SKPDN,

{2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan
pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan
ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut sekaligus menyebut-
kan jum]ah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} pasal ini kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjuk-
kan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekvasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} dan ayat (3} pasal ini tidak dianggap
sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6} Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
pajak dan pelaksanaan penagiban pajak sesuai  dengan
ketentuan yung berlaku.
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S £ e o Pkl 43

( 1) Gubernur chala ‘Daerahi dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas keberatan dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya pajak yang terutang,

{3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini telah lewat dan Gubemur Kepala Dacrah tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 44

{1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Badan Penyelesaian Scngketa Pajak terhadap kepu-
tusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur
K.epala Daerah.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini diajukan sccara tertulis dalam Rahasa Indonesia,
(dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat kepu-
tusan tersebut,

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban
membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 45

Apabila  pengajuan -keberatan atau permohonan banding
dikabulkan :sebagian - atau - seluruhnya, kelebihan penibayaran .
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan.

BAB Xill

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINTSTRASI

Pasal 46

(1) Gubeirnur Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan
Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKRB atau
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SKPDKBT: atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat

kesalahan .tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam

penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Gubernur Kepala Daerah dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menurut  peraturan  perundang-undangan  perpajakan
daerah, dalam hal sanksi. tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;

b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang
tidak benar.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana
dimaksud pada ‘ayat (2) pasal®ini diatur dengan keputusan
Gubernur Kepala Daerah. ‘

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 47

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan, Wajib Pajak dapat mengajukan
permolonan pengembalian kepada Gubemur Kepala Daerah.

{2) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12
{dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan
pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {(2)
pasal ini telah dilampaui dan Gubemur Kepala Daerah tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan. dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbit-
kan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

{4) Apabila Wajib Pajak mempunyat utang pajak Daerah lainnya,
kelebihan pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
in1, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang pajak Daerah tersebut.
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i (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pemanfaatan Air
: _ Bawah . Tanah. dan. Alr, Permukaan sebagaimana dimaksud
- pada ayat (3) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Peman-
faatan Air Bawah Tanah dan Ajr Permukaan dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur Kepala Daerah
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pasal 48

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) harus diajukan
kepada Gubernur Kepala Daerah dengan melampirkan :

4. SPTPD untuk Masa Pajak yang bersangkutan ;
b. pethitungan pajak yang seharusnya dibayar ;
¢. bukti pembayaran pajak.

{2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir
tahun pajak. ,

(3) Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk segera
mengadekan penelitian atau, pemeriksaan terhadap -

a. kebenaran kelebihan pembayaren pajak yang diajukan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;
b. pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah lainnya.
BAB Xv
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 49

(1} Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhinmg sejak saat
terhutang pajak, kecuali apabita Wajib Pajak melakukan

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
berdasarkan Peraturan Dacrah ini.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} pasal ini tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung
maupun tidak langsung.
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e gt B0 it BeAR nXVI G
et w0 pENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
"7 Pasal 50 -

(1} Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 dapat dilakukan penghapusan.

(2) Penghapusan piutang pajak scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, berdasarkan permohonan penghapusan piutang
dari Dinas Pendapatan Daerah.

(3) Permohonan  penghapusan piutang pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, sekurang-kurangnya harus
memuat :

a. nama dan alamat Wajib Pajak ;
b. jumlah piutang pajak ;
¢. tahun pajak. .

(4) Permohonan penghapusan piutang  pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dengan melampirkan :

4. bukti salinan/tindasan SKPD, SKPDKB dan SKPDERT

b. surat keterangan dari Kepala Dinas Pendapatan Dacrah
bahwa piutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi ;

c. daftar piutang pajak yang tidak tertagih.

(5) Berdasarkan permohonan penghapusan scbagaimana dimak-
sud pada ayat (2) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah
menetapkan penghapusan piutang pajak dengan terlebih
dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh
Gubernur Kepala Daerah.

(6) Pelaksanaan lebih lanjut penghapusan piutang pajak ditetap-
kan oleh Gubemur Kepala Daerah.

BAB XVil
PEMERIKSAAN
Pasal 51
{1) Gubernur  Kepala Daerah atan Pejabat  yang drtunjuk

berwenang melakukan pemeriksaan untuk merguji kepatuhan
Wajib Pajak dalam melaksanakan Peraturan Daerab imi.

(1) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa  harus
dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat
Perintah Pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada
Wajib Pajak yang diperiksa.
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: -(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib - . .

' ¢ 77 a memperlihatkan catatan yang' menjadi dasar pengenaan

' pajak yang terutang ; :

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempal atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna
kelancaran pemeriksaan ;

c. memberikan keterangan yang diperlukan berhubungan
dengan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan

_ Daerah ini ; )
d. memenuhi ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh
Gubemur Kepala Daerah.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pajak terutang ditetapkan
acara jabatan.

Pasal 52

Tata cara pemeriksaan dan penetapan pajak secara jabatan
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XVIII
KERINGANAN
Pasal 53

(1) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan Pajak
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

{2} Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini se-
tinggi-tingginya 25 % (dua puluh lima persen),

(3) Tata cara pemberian keringanan Pajak Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah.

(#) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara
pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan
Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur
Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini,
bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

{5) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayar (4) pasal
il harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat,
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keterangan-kéterangan . yang.''diminta * serta kaitan antara
+ . perkara - pidana: atau;-perdata . yang bersangkutan dengan
keterangan yang diminta tersebut. -
.. SANKSI ADMINISTRASI
sl AN ST :'_rPaSalf-sf‘

" Térhé'da:p pélangga'f'iiﬁ Pdsal 2 ‘ayat (1), Pasal 7 dan pasal 12 ayat

(1) Peratuzan Daerah ini dikénakan sanksi administrasi berupa :
v soprp f L Ly " ,

a. penghentian sementara, pemar: aatan air bawah tanah dan air
permukaan ; B ‘

b. penutupan aliran ait berupa:

1. penyumbatan ; -
2. pengecoran.

c. Selain sanksi sebagaimana dimaksud huruf a dan b pada Pasal
ini, terhadap pelanggarin dimaksud-ddpat dibebankan biaya
perkara penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada
pelanggan.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
. Pasal 55

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
- ataw melampirkan _keterangan; . yang tidak benar, sehingga
. merugikan keuangan. daerah, dapat. dipidana dengan pidana
.. kurungan paling lama 1 (saﬁl)- tahun dan atau denda paling
banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja . tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
. atau melampirkan’ kéterangan yang tidak benar schingga
" merugikan Xeuangan, dacrah dapat dipidana dengan pidana
_ r'penjar.é;':ﬁ'a]i;lg:"!éi‘;ia:_2 {duay tihun dan atau denda paling
banyak 4 '(emp'ai)’kéli:j}jifrﬂ'gih pajak yang terutang.
" {3) Selain sanksnsebagalmanadlmaksud pada Pasal 54 pengam-
" bilan air bawah tanah dan ‘afair’ air permukaan tanpa izin
‘dikenakan® $ariksi” sesuai’ denpan icetefitnan Undang-Undang
Noitior 23-Tahuit 1997 téntang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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N Pasal 56

" Tindak pldana scbagamma dupaksud dalam Pasal 55 ayat (1)
: e dan (2) . Peraturan Daera dak dituntut setelah melampaut
o L Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terulangnya pajak
' o " atau berak]nrnya Masa PaJa af i Tahun Pajak yang bersang-
t _ ‘ ‘ ‘kutan N = _
e —.‘.BA];XXI '

R P : h o PENYIDIKAN

H o e RS Pasal 87

(1) Pejabat Pegawal Negcn S1p1[ tertentu dilingkungan Peme-
rintah Daefah' diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
 melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud
Peraturan Daerah ini, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini adalal :

a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti kete-
rangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam
Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebib lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mcngumpulkdn keterangan menge-
nai oiang pribadi atau badan tentang kehenaran perbuatan
yang dilakukan sehubungan dengan adanya tindak pidana ;

¢. meininta keterangan dan bahan bukt dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan adanya tindak pidana ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan adanya tindak pidana :

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. .memmta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

o tugas penytdlkan tmdak pldana
N menyuruh berhentl dan atai melarang seseorang mening-
B gaIkan ruangan Atan’ tempat pada saat pemeriksaan sedang
‘berlangsung dan’ memerzksa identitas orang dan atau do-
; a kumen yang d1bawa qebagalmana dimaksud pada hurufe |
" h.’ Themotret se¥orang ahg berkaitan dengan tindak pidana ;
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i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
mengheht:kan penyidikan ; ~

- J:“, Lo R L S I SRS
k. 'melakitkan tindakan- lain " yaig perlu untuk kelancaran

pépyidiké:ﬁ' tidak pidana ‘menurat hukum yang dapat diper-
tanggung jawabkan. '

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberita-

hukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyi-
dikannya- kepada Penuntut Umum, sesual dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor & Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidara.
. mamoow
KETENTUAN. PERALIHAN
Pasal - 58

¢

' Dengan'bcrlé%kuny'é Perét_ﬁrén Dacrahnn maka :

a.

Tzin pemakaian air bawah tanah yang telah dikeluarkan ber-da-
sarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomer
3 Tahun 1994 harus disesuaikan dengan Peraiuran Daerah ini,
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diindangkan.
Retribusi pemakaian air bawah tanah terutang yang ditetapkan
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap mengacu pada
ketentuan dalam Peraturan Dacrah Daerah Khusus Thukota
Jakarta Nomor 2 Talwm 1994,

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peramuran Daerah ini
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 60

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan

Daerah Daerah Khusus Tbukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1994
tentang Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah di
Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1995 Nomor 2 Seri B
Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku lag:.
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(2) Peraturan Daerah ihi tmiutai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penem-
patannya dalam Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

- Ditetapkan di - Jakarta
pada tanggal 27 Juli 1998
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS

DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
IBUKOTA JAKARTA
Ketua,
H.EDY WALUYO, 5.1P SUTIYOSO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan Nomor : 973.31 -
962 Tanggal : 26 Oktober 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerab
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tazhun
1998 Seri A Nomer 7 Tanggal 9 November
1998.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHRUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

IR. FAUZI BOWO'
" NIP. 470044314,
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et . .- ... . . PENJELASAN

S Iy ot s vl B R VY SO R

ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
" NOMOR 10 TAHUN 1998,
TENTANG e

PENYELENGGARAAN DAN PAJAK PEMANFAATAN
AIR BAWAH TANAH DAN ATR PERMUKAAN

I PENJELASANUMUM. =~ ~

Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permiukaan yang dilakukan secara
terus menerus dan cenderung meningkat baik untuk kepentingan pribadi, sosial
maupun yang beriujuan komerstal tanpa pengaturan yang baik, cepat atau lambat
diperkirakan akan dapat mengakibatkan terganggunya kelestarian lingkungan di
wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Pengambilan air bawah tanah di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
2 Talun 1994 tentang Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah. Dalam
Peraturan Dacrah tersebut diatur antara lain bahwa atas izin pemboran dan
pemakaian air bawah tanah dipungut Retribusi Pemboran dan Pemakaian Air
Bawah Tanah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Penterintah Nomor 19 Tahun 1997
tenlang Pajak Daerah, maka pengambilan arr bawah tanah yang selama ini
dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Dacrah Daerah Khusus Tbukota Jakarta
Nomor 2 Tahun 1994 ditetapkan menjadi Pajak Daerah dan pengambilan air
permukaan yang selama ini tidak dikenakan pungutan apapun, ditetapkan menjadi
objeck yang dikenakan pajak dengan name Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan.

Peraturan Daerah ini mengatur tenlang pemberian izin pemanfaatan air
bawah tanah dan air permukaan terhadap pengambilan air bawah tanah dan air
permukaan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Di samping itu
dalam Peraturan Daerah ini juga diatur temtang mekanisme pemajakan terhadap
pengambilan air bawah tanah dan air permukaan antara lain mengenai objek
pajak, dasar pengenaan, tarif dan cara penghilungan pajak serta tata cara
pemajakan sesual dengan ketentuan yang berlaku.
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Melalui mekanisme perizinan dan ﬁemajakan, dimaksudkan uatuk tercip-
tanya pengaturan yang komprehensif yang dapat meningkatkan efisiensi dan efek-
tifitas serta pengendalian pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga dengan baik,

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal 2 ayat (1)

ayat(2) s.d. (4)

Pasal 3 ayat (1) dan (2) -

ayat (3)

ayat (4)
Pasal 4

Pasal 5 ayat (1)

ayat (2)

) ayat (3) s.d. (5)
Pasal 6 ayat(1)

ayat (2)

Pasal 7

Cukup jelas,

“Yang dimaksud untuk kepentingan llainnya

dalam ayat ini antara lain untuk real estate,
hotel, perkantoran, apartemen, kondomonium
dan usaha komersii lainnya,

“Cukup jelas. e
" Cukup jelas. ‘

Yang dimaksud saran teknis yang bersifat meng-
ikat dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan
adalah menyangkut tentang persyaratan dan
pengaruhnya terhadap Amdal untuk izin
pemboran air bawah tanah,

“Cukup jélas.

Cukilp jelas,

Cukup _jélas.

Pengértiém laboratories kualitas air bawah tanah
adalah pemeriksaan air bawah tanah yang
dilakukan oleh Badan atau Lembaga yang mem-
punyai peralatan dan kewenangan di bidang
tersebut.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan sistem distribusi secara
terpusat adalah pengambilan air bawah tanah
untuk dialirkan ke tempat-ternpat fain.

Yang dimaksud dengan usaha komersial dalam

pasal ini adalah pemanfaatan air bawah lanah
yang melebihi batas maksimal 50 (lima puluh)

- meter kubik sebulan.
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Pasal: 8.
“Pasal 11

Pasat 12

sd. 10,
ayat (1yhorufa, d
“huruf c

ayat (2)

. ayat (4)

Pasal 13

Pasal 14
Pasal 15

Pasal 16
Pasal 22

ayat (1) huruf a
huruf b

ayat (2) s.d. (4)

ayat (1)
ayat (2)

s.d. 21

ayat (1)
ayal (2) huruf a

huruf b

huruf ¢

- Cukup. jelas. o
s Gukup jelas. 7 vk, i

- 34 - Seri : AV'Nomor )

Yang dimaksud detigan méngganggu keseim-
bangan -air adalah apabila pemboran air bawah
tanah menyebabkan terganggumya pengisian air
pada jarak tertentu daii area pemboran.

: . Cukup jelas.
ayat (1), (2) dan (3) -

Cukup _jelas. o _
Yang dimaksud perubahan izin pemanfaatan air

permukaan adalah perubahan atau penggeseran
lokasi izin pemanfaatan air permukaan,

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan menyediakan dan
membangun prasarana adalah pembuatan atau
penyediaan peralatan dan pembangunan fisik
sarana pengambilan air permukaan, termasuk
pemasangan saluran air dari titik lokasi air
permukaan.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

o Cukup jelas.

Meter air atau alat pengukur sebagaimana di-
maksud dalam pasal ini adalah alat pengukur
vang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Tidak termasuk vyang dikecualikan sebagai
Objek Pajak adalah pengambilan air vyang

dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan
Badan Usaha Milik Daerah.

Contohnya adalah Perusahaan Umum (Perum)
Jasa Tirta dan Perusahaan Umum {Perum)
Otorita Jatiluhut.

Pengecualian Objek Pajak  Pengambilan  Air
untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat
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P
ot

‘huruf 4

ﬁm‘uf €

uruf
Pasal 23
Pasal 24 ayat(1)

ayat (2) buruf a
danb

buruf ¢

turufdsd. g -

ayat (3)
ayat (4)

Pasal 25 s.d. 27
Pasal 28 huruf a

huruf b

Pasal 29
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.. tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan
- peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengécualian Objek Pajak atas pengambilan air
unmk’ Keperluan dasar rumah tangga dengan

_memperhatikan  kelestarian  lingkungan dan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.Péngecualian pengambilan air untuk keperluan
pemadaman kebakaran, termasuk pengambilan

air yang dilakukan pemadaman kebakaran oleh
badan.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

- Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan volume air yang diambil
adalah jumlah volume air yang dihitung dalam 1
bulan berjalan berdasarkan alat mesin air atau
alat pengukur luah {debit) air atau alat pengukur
lainnya. o

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Harga dasar air sebagaimana dimaksud dalam
pasal ini dapat mengacu antara lain kepada tarif
air yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air
Minum.

Cukup jelas.
Wajib-Pajak yang pemungutan pajaknya meng-
gunakan sistem setor sendiri (self assesment),

- saat terutang pajak terhitung pada saat pengam-

bilan air bawah fanah atau air permukaan.

Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya meng-

gunakan sistern ketetapan (official assesment),

saat terutang pajak terhitung pada saal SKPD di-
terbitkan.

Cukup jelas,
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“Pasal! 30 ayat(1)+ "o tusidn

el

. ayat(2)s.d.-(4)
Pasal 31 ‘
Pasal 32 ayat(1)

ayat (2)
Pasal 33 ayat(l)

huruf a angka 1
dan 2

angka 3

- huruf b dan ¢
ayat (2)
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~Yang: dimaksud dengan mendaftar adalah kewa-

- jiban vuntuk mendaftarkan diri sebagai Wajib
.Pajak dan melaporkan kegiatannya.

- Cukup jelas.

Cukup jelas.

Miksud ‘dari ayat ini adalah pengenaan pajak
yang memberikan kepercayaan kepada Wajib
Pajak ontuk menghitung, memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang
terutang dengan menggunakan SPTPD,

Cukup jelas.

Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat
ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri.
Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan
kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan
oleh ketidakbenayan dalam pengisian Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah atau karena dite-
mukannya data fiskal yang tidak dilaporkan ecleh
Wajib Pajak.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara

jabatan  adalah penetapan besarnya pajak

terutang yang dilakukan oleh Gubernur Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan
data yang ada atau keterangan lain vang dirulika
oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat vang

 ditunjuk.,

Cukup jelas.

Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak
yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
yaitu mengenakan sanksi admunistrasi berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pa-
jak vyang tidak atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar.
Sanksi administrasi berupa bunga dibitung sejak

\
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sdaf térutangnya pajak sampai dengan diterbit-
-kannya SKPDKB.

ayat (3) . Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewa-
jiban® perpajakannya scbagaimana dimaksud
; pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukan-
‘ nya, data baru dan atau data yang semula belum
‘terungkap yang berasal dari hasi] pemeriksaan
- . sehingga‘ pajak yang terutang bertambah, maka
" terhadap-Wajib Pajak dikenakan sanksi adminis-
“trasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen)
dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi adminis-
trasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak
melaporkannya senditi  sebelum diadakan

: tindakan pemeriksaan.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) . Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewa-
jiban perpajakannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3, yaitu Wajib Pajak
tidak mengist SPTPD yang seharusnya dilaku-
kannya, maka dikenakan sanksi adrhinistrasi
berupa kenaikan pajak sebesar 25" % (duapuluh
lima. persen) dari pokok pajak yang ferutang.
Dalam kasus ini, maka Gubermur Kepala Daerah
menetapkan pajak vang terutang secara jabatan
melalui  penerbitan  SKPDKB, Selain  sanksi
admmtstrasn berupa kenaikan sebesar 25 % (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak yang
"terutang juga dikenakan ‘sanksi adaministrasi
‘ berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak vang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh ¢mpat) bulan. Sanksi administrasi berupa
bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak
sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

} ~ Pasal Sﬁ:.,da.r_x'_iBSI . BT Cukup jelas.

: - Pasal 36- = et . Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan
i
il

adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemu-
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Pasal 37 ayat (1)
ayat (2)

ayat (3)
Pasal 38
Pasal 39 huruf adan b
huruf ¢

huraf d
Pasal 40 dan 41
Pasal 42 ayat(l)
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. _pgutan; , pajak tidak dapat diserahkan kepada

- ; pihak;. ketiga. Namun, dimungkinkan adanya
. kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka
o proses pemungutan pajak antara lain, pence-

“ " iakan formulir perpajakan, pengiriman surat-

surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan
‘dafa Objek dan Subjek Pajak.

PR3 SO A

Kcéfatag yang tidak dapat dikerjasamakan

dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghi-

. tungan besarnya pajak yang terutang, peng-

awasan penyetoran pajak, dan penagihan paj ak.

. Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan SKPD pada ayat (2)
pasal ini, adalah SKPD vang diterbitkan pada
akhir tabun pajak (akhir Desember) berupa
SKPD rampung, yakni SKPD yang ditetapkan

-pada ‘akhir tahun pajak yang bersangkutan dan
- bersifat tetap.

Cukup jelas.
Cukaup jelas.
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan pembubaran di sini
adalah pembubaran oleh Pemerintah atas
keinginan senditl.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Apahbila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah
pajak dalam Surat Ketetapan Pajak dan pemu-
ngutan  tidak scbagaimana mestinya, maka
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya

kepada Gubernur Kepala Daerah yang menerbit-
kan Surat Ketetapan Pajak.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap mater1
atau isi dari ketetapan dengan membuat perhi-
mngan jumlah yang seharusnya dibayar menurut

.. perhimmgan Wajib Pajak. Satu keberatan harus
..., diajukan terhadap satu ketetapan pajak.
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Pasal 43

Pasal-44 - ;
PéSa] 45 N L T

-ayat (3) K

ayat (2)
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Alasan-alasan yang jelas di sini adalah menge-

. mukakan dengan data atau buktl bahwa jumilah

. pajak yang terutang, atau lebih bayar yang

 ditetapkan oleh fiskus tidak benar.
: _Ayat’ini mengharuskan Wajib Pajak membuk-
. tikan ketidakbenaran ketetapan pajek, dalam hal

‘Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap

" utang pajak yang ditetapkan secara jabatan.

. Surat Ketetapan Pajak secara jabatan. tersebut

_ diterbitkan karena Wajib pajak tidak menyam-

" paikan SPTPD meskipun  telah ditegur secara
' tertiilis.” Apabila Wajib Pajak tidak membuk-
- tikar ketidak benaran Surat Ketetapan Pajak

ayat (4)

ayat {5)
ayat (6)

ayat (1)

ayat (2j dan t3) |

secara jabatan itu, maka keberatannya ditolak.

Yang dimaksud dengan keadaan di luar
kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi
di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misal-
nya, karena Wajib Pajak sakit atau terkena
musibah bencana alam.

Cuku'p. jélas_ . .
Ketentuan ini  perlu  dicantumkan dengan
maksud agar Wajib Pajak tidak menghindarkan
kewajiban untuk membayar pajak yang telah
ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan,
sehingga dapat dicegah terganggunya peneri-
maan daerah. S

Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada
Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka
tertib administrasi, oleb karena itu keberatan
yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi
keputusan oleh Gubernur Kepala'Daerah dalam
jangka waktu paling lama, 12 (dua belas) bulan
sejak Surat Keberatan diterima.

- Cukup jelas.
 Cukupjelas. ' -1 IR

" Imbaan’ bunga dihitung sejak bulan pelunasan
" sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
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4 +,Contoh: ¢ C g

. .d Pajake terutang dilunasi pada 12 Agustus
R 1997 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas

**'juta rupiah).

. -, SKPDLB diterbitkan, -pada tanggal 20

,+ iDesember 1997 sebear Rp 5.000.000,00.
- Bunga dihitung sebesar 4 X 2 % x

i

1 Rp:5.000.000,00 = Rp 40.000,00.

S 'Pasal‘:4l6' ‘ayat (1) oo ~Cﬁkﬂ1}5’j{aa15.

Y ayat(2) hunf a

C mntb

ayat (3)
Pasal 47 ayat(l)
ayat‘(Z)

ayat (3) 5.d. (3)

ayat (6)

Pasal 48
Pasal 49 ayat(1)

ayat (2) hurof a

" Cukupjelas

o Gubernur Kepala Daerah karena jabatannya dan

. berlandéskan unsur keadilan dapat mengurang-
. kan.atau membatalkan ketetapan pajak yang

. tidak ‘benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak
' 'pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi

“pérsyardtan formal (memasukkan Surat Kebe-

* “fatan tidak pada waktunya) meskipun persya-

 ratan material terpenuhi.

o !'(;uil‘c‘upjclas.

‘Cukup jelas.

Gubernur Kepala Daerah sebelum memberikan

“keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak
harus melakukan pemeriksaan lebih dahulu.

Cukup jelas.

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pe-
ngembalian  kelebihan pembayaran  pajak
“dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saal
dilakukannya pembayaran kelebihan.
Cu__l_(up'jelas.

Maksud dari ayat ini adalah untuk memberikan
kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat

- ditagih lagi. T

[¥H B

.~ Dalam; hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat
.. Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak

. tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
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Pasal 50
Pasal 51

Pasal 52

Shuuf b, o

ayat (1)

ayat (2)
ayat (3}

ayat (4)
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Yang dimaksud dengan pepgakuan utang:pajak

secara langsung adalah Wajib Pajak dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai

- utang pajak dan belum melunasi kepada Peme-

rintah Daerah.

" Yang dimaksud dénéén péng:élc:ﬁan utang secara
- ‘tidak langsung adalah Wajib-pajak-tidak secara

nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia
mengakui mempunyai utang pajak kepada
Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Pajak mengajukan permohonan ang-
suran/penundaan pembayaran.

- Wajib pajak mengajukan permohonan kebe-
ratan.

Cukup jelas.

Kepala Daerah dalam rangka pengawasan ber-

wenang melakukan pemeriksaan untuk

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah ;

b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau di

tempat Wajib Pajak yang lingkup pemeriksaan-

nya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu mau-
pun tahun berjalan.

Cukup jetas.

Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi ke-
wajibannya yang berkaitan dengan pemeriksaan
pajak, maka dikenakan penetapan secara
jabatan.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

A s ey S T T ) T,
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-t Pasal 53 tayat(ly oot b

IR
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P&sal' 54 sd60
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: Keringanan pajak pemanfaatan air bawah tanah

.. dancair permukaan utamanya diberikan kepada

. rbaddn/yayasan yang bersifat sosial, tidak yang
-bersifat’komersil.

Cukup_}elas

ukup;jelas.
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